
I. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistcm 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembarac Negara 
Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) 
Undang-undang Nomor 32 Tabun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerab dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Ts.bun 2007 tentang Pcmb8-g:i.an 
Urusan Pemcrintah Antara Pernerintah, Pemcrintahan 
Daerah Provinsi, clan Pemerintah Daerah Kahupatcn, 
Penyelenggara urusan pemerintahan yang bersifut wajib 
berpedoman pada standar pelayanan minimal yang 
dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh 
Pernerintah: 

b. bahwa dengan telah dicetapkannya Peraturan Menteri 
Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang 
Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup 
Daerah Provins! dan Oaerah Kabupaten/Kota, pe.rlu 
menctapkan Peraturan tentang Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup di 
£.ingkungan Pernerintah Kabupaten Bekasi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a c!an huruf b tersebut diatas, penerapan 
Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingk11nga l Hidup, 
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

BUPATI BEKASJ 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingac 

- 

Menimbang 

PENERAPAN STANOAR PELAYANAN MINIMAL 
BIDANG LJNGKUNGAN HIDUP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN BEKASl 

TENTANG 

PERATUR.-\N BUPATI BEKASI 
Nomor : 61 Tahun 20 l5 

BUPATI BEKASI 



4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republi.lc Indonesia Tahun 2009 
Nomor 1 l2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038t; 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 cemang !'crlindUill1,l11 
dan Pengelolaan Lingl-:ungam HK!up (Lemt,,u.u, Negar" 
Rcpublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Trunba.'ian 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060); 

6. tlndang-Unda:lg Nomor 12 Tahun 2011 tcntang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangzn 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 l 
Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Ncm"r 523"1; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang 
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 38 l6); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tabun 1999 tentang 
Pengendalian Pencemaran Udara [Lembaran Negara 
Rep1,..1blik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86. Trunbahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853); 

9. Peraturan Pernerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang 
Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biotnassa 
(Lernbaran Negara Repub!ik lndonesia Tahun 2000 
Nomor 267, Tambahan Lembaran NcgPJS Republik 
[ndonesia Nomor 4068); 

10. Peraturan Pernerintah Nomor 4 Tahun 200 I tentang 
Pengendalian Kerusakan dan/atau Peneemaran Linglrungan 
Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau 
Lahan (LembAran Negara Republik Indonesia. 'l'ahun 2001 
Nomor 10, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4076); 

I I. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang 
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4161); 

- 

3. Undang-Undang No:nor 33 Tahun 200~ terrtang 
Pcrimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur. 2004 
Nomor 126. Tambahan Lemberan Negara Republik 
Indonesia Ncmor 4437:; 



12. Peraturan Pemennt.ah Nemer 16 Tahun 2005 lentang 

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 33 
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 4494 ); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2()()5 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerab (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 1 "0, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

14. Penu-uran Pernerintah Nomor 6S Tahun 2005 tent~ng 
Pedoman Pcnyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

15. Peraruran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tenrang 
Pernbagian Urusan Pe:nerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupar.en/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

16. Peraruran, Pernerintah Nomor 41 Tahun '2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

17. Peramran Menteri Negara Lingkungan Hidup Noma:- 7 
Tahun 2006 tentang' Tata cara ~ Kriteria Baku 
Kerusa.kan Tanah Untuk Produk:si Biomassa; 

LS. Peraturan Mentcri Dalatn Negeri Nomor 13 Tabun 2006 
teatang Peaoman Pengclolaan Keuangan Daerah 
sebagairnana telah diubab beberapa kali. terakhlr dengan 
Peratu:an Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peratutan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pcdoman Pengclo!aan 
K<"uangan Daerah; 

19. Peraturan Menteri Delam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 
tentang Petunjuk Teknis Pc:nyusunan dart Per.crapan 
Standar Pelayanan Minimal; 

20. Peraruran Menteri Negara Lingkungiln Hidup Nomor 7 
Tahun 2007 tentang BaJ--,_, Mutu Emisi Sumber Tidak 8ergaak 
Bagi Ketel Uap; 

21. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 79 Tabun 2007 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapalan Standar 
Pelayanan Minimal; 

- 



dan Perangkat Oaerah 
Pemerintahan dacrah 

b. Pemerintah Oaerah adalah Bupati 
lainnya scbagai Penyelcnggara 
Kabttpaten Bekasi; 

c. Bupati adalah Bupati Bekasi; 

BAB 1 
ImTENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraruran ini yang dimaksud dengan : 
a. Oaerah adalah Kabupaten Bekasi; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : !'ER,\TURAN BUPATI BEK.AS! TENTANG PENERAPAN 

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BJDANG LINGh.mGAN 
IIIDUP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASL 

22. Peraruran Menteri Negara .Llngkt.Ulgan Hid'Up 
Nomor 7 Tahun 2008 tentang Program Penilaian °eringkat 
Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Llng)ruogan Hidup; 

23. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidu;, Nomor 19 
Tahun 2008 tentang Standar !'<:!..;.man Minimal Bidang 
Lingkt.:ngan Hidup Oaeralt Provinsi dan Daerah 
Kabupaten/ Koca; 

24. Pera::uran Mentcri Negara Lingkungan Hidup No=r 20 
Tahun 2008 tentang Perunjuk Teknis Standar Pelay:man 
Minimal Bidang Llngkungan Hidup Daerah Provinsi dan 
Daerah Kabupaten/Koca; 

25. Peraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 53 Tahun 20ll 
tencang Pembentukan Produk Hukum Dacrah; 

26. Keputusan Menteri Negara Llngkungan Hidup 
Nomor Kep.13/MENLH/3/199.3 tencang Baku Mutu Emisi 
Sumber Tidak Bcrgcrak; 

27. Peratutl'ln Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 
tentang Rcncana Pcmbangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPO) Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 
Nomor3); 

28. Pera tu can Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 
tentang Organisasi Perangkat Oaerah (Lemt,aran Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 8); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2012 
tentang Reneana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) Kabupaten Bekasi Tahun 2012-2017 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 
Nomor 6). 



minimal: 
J. Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup adalah 

ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanar; dasar Bidang 
Lingkungan Hidup yang merupakan urusan wajib daerah 
yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal; 

m. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang 
mendasar dan muuak untuk mernenuhi kebutuhan dasar 
masyarakat dalarn kcbidupan sosial, ekonomi dan 
pernerintahan; 

n. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan 
kualit.atif yang digunakan untuk menggambarkan besaran 
sasaran yang hendak dipenuhi dalarn pencapaian SPM 
berupa Masukan, proses, hasil dan/ atau manfaat pelayanan 
casar, 

o. Target Tahunan adalah nilai persentase atau nilai satuan 
pcncapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan; 

p. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah atau yang 
selanjutnya disingkat APBO adalah Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupatcn Bekasi. 

- 

yang wajib 
Kabupaten 

J, Urusan wajib adalab urusan pemerintahan 
diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah 
Bekasi berkaitan dengan pelayanan dasar; 

k. Standar Pelayanan Minimal (SPMJ adalah ketenruan tentang 
jenis dan muru petayanan dasar yang merupakan urusan 
wajib daerah yang berhak diperoleb setiap warga secara 

d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Bekasr; 

e. Badan Kepegawaian adalah Badan Kepegawaian Kabupaten 
Bekasi: 

f. lnspektorat adalah Inspektorat Kabuparen Bekasi; 
g. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang setanjurnya disebut 

SKPD adaJah Organisasi/ Lembaga Peme:intab Daerah yang 
bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan, 

h. Badan adalah Sadan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup 
Daerah Kabupatcn Bekasi; 

1. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintaban 
yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau 
susunan pemerintahan untuk mengetur dan mengurus 
fungsi·fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam 
rangka rnelindungi, melayani, memberdayakan, dan 
menyejahterakan masyarakat; 



BABW 

PENERAPAN DAN RENCANA PENCAPAL'I.N 

STA.NDAR PELAYA.NAN MINIMAL 

BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 

Paw 3 

(IJ Penerapan SPM Bidang Linglrungan Hidup sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 2 mcrupakan target petayanan dasar 
bidang lingkungan hidup, yang meliputi : 

a. Jenis Pelayanan Dasar; 
b. lndikator Kinerja; 
c. Nilai SPM; 
d. Target Tahunan ; dan 
e. Satuan Kerja p~nanggungjawab 

(2)Jenis pdaya'lan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, melipuri : 

a Pelayanan Penccgahan Pence:naran Ajr, 
b. Pelayanan !\encegahan Pmcemaran Udara dari Sumber Tidal< 

Bergerak; 
c. Pelayanan lnJ'omiasi Status Kcrusakan Laban dan/ atau Tonah 

unruk l'loouksi Biomassa; 
d. Pelayanan Tindak Lan jut~ Masyarakat akibo.t ac,inya 

Dugaan Pencematan dan/ atau Pe!usakan Lingkungan. 

(3) lndikator dan target standar pelayanan minimal Bide.og 
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (11 
huruf b, c, d dan e tercantum dalam lampiran I yang 
merupakan bagian tida,c terpisahkan dari Peraruran Bupati 
ini. 

BA.Sn 

RUA.NG LINGKUP 

Pasal 2 
(I) Penerapan SP!;! Bidang Lingkungan Hid.up, dijaciii«'.n ac=n b<l8i 

Sadan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi dalam 
menjamin pelaksanaan pelayanan dasar masyaraka! Bidang 
Lingkungan Hidup. 

(2) Penerapan SPM Bidang Llngkungan Hidup disusun dahur. ..,.,,gka 
penydenggaraan urusan wajib Pemerinta.'lan Oaerah l(abupaten 
Bekasi yang berkaitan dengan pelayanan dasar Bidsng ~ 
Hid up. 

(3) Penerapan $PM Bidang U,1gkungan Hidup di lingkungan 
Ptmcrintah Kabupaten Bekasi merupakan bagian dari 
penyeler.ggaraan pelayanan daS3J' nasional. 



Pasal 5 
Badan Pengendalian Llngkungan Hidup sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 2, melakukan perencanaan pembiaya.an penerapan 
dan pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan 
pcraturan perundang-undangao yang berlaku. 

Pasal 4 

( l) Rencana Pencapaian SPM Bidang Ungkungnn f'Jdup di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dilaksanakan 
secara bertahap berdasarkan pada analisls kernampuan dan 
potensi daerah. 

(21 Rencana Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi merupakan tolok 
ukur tingka; prestasi kerja pelayanan dasar bidang 
Lingkungan hidup. 

(3) Rencana Pencapaian SPM bidang Lingkun,,a:m hidup di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dijabarkan 
menjacti target rahunan pencapaian SPM bidang LingkU.ogan 
hid up. 

(4)Target Tahunan sebagamana dimaksud pada ayat (3) 
diruangkan dalam Rencana Kerja Pemerintab Daerah (RKPO), 
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah !Renja SKPD). 
Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan 
Anggaran Sacuan Kerja Perang)cat Daerah (RKA-SKPD} 
berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja 
Peraugkat Daerah (Renstra SKPD) sesuai ldasifikast belanja 
daerah dcngan merr,pertirnbangkan kemampuan keuangan 
daerah. 

(-.) Penyelenggaraan. pelayanan bidang linglrungan hidup 
sebagaunana dimaksud pada ayat {!) dilakukan sesuai 
dengan petunjuk tekrus operasional penerapan SPM Bidang 
Lmgkungan Hidup <ii Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Bekasi. 

(5) Ketentuan mengenai pecunjuk teknis operasional penera;,an 
pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup di Iingkungan 
Pcmerintah Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) tercanturn dalam lampiran II yang merupakan bagian 
tidak terpisahk.a.n dari Peraruran Bup . .i int 



(l) Hasil monitoring dan ~valuasi pcnerapan dan pencapaian 
SPM bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 7 aya; (2) dipcrgunakan sebagai bahan pembinaan dan 
pengawasan dalam penerapan SPM bidang lingkungan hidup 
serta pengembangan kapasitas pemerintah dserah. 

(2) Pengembangan kapasitas pemerintah daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( l] berupa ; 
a. Pernberian Orientasi umum, pctunjuk teknis, birobingan 

teknis. pcndidikan dan pelatihan; 
b. Perhirungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan 

• untuk rnencapai SPM bidang lingkungan hidup, terrnasuk 
kesenjangan pembiayaan; 

c. Penyusunan rencana pencapaian SPM bidang lingkungan 
hidup dan penetapan target tabunan pencapaian SPM 
bidang lingkungan hidup; 

d. Penilaian Prestasi kerja pencapaian SPM bidang 
lingkungan htdup; dan 

e. i:elaporan Prestasi Kerja pencapaian SPM bidang 
lingkungan hidup Kepada pemerintah melalui gubemur. 

(3) Pengernbangan kapasitas pemerintah daerah sebagalmana 
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan 
mempertimbangkan kcmampuan kelembagaan, pcrsonil dan 
keuangan daerah, 

Pasal 8 

BABIV 

MONlTO.RJNG DAN EVALUASI 

Pa.sal 7 

(1) Sacuan Kerja Pemngkat Daerah pcnanggungjawab pencrapan 
dan pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup 
menyampaikan laporan kineria penerapan dan pencapaian 
SPM Bidang Lingkungan Hidup kepada Bupati setiap 
6 (Enam) bulan sekali. 

{2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) sebagai baban 
Bupati dalam melakukan monitoring dan evaluasi penerapan 
dan pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup di 
Lingkungan Pcmcrintah Kabupaten Bekasi. 

Pasal 6 

Jenis pelayanan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 ayat (2J, wajib diselenggarakan oleh Satuan Kerja 
penanggungjawab sesuai kemampuan, kcburuhan. kara.kteri$dk 
dau potensi daerah. 



.s-: I A Hj. NE"'° HASAN.W 7MlIN 
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.,R ...-BUPATI BEKASI,_A 

ditetapkan di Cikarang Pusat 
pada tanggal 29 ~ 2015 

Pasal 12 

Peraturan Ini mulai ber!aku sejak canggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memenntahkan 
pengundangan Peracuran ini dengan penempatannya dalam 
Serita Daerah Kabupaten Bekasi. 

BABVIl 
KE'rENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 
Hal-ha! yang belum cukup diarur dalam Peraturan Bupati ini, 
sepanjang mengenai teknis pelak.sanaru.~.;a akan diatur !ebih 
lanjut oleh Kepata Sadan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Kabupaten Bekasi, 

BAB VI 
PEMBIAYAAN 

Pasal 10 
Pembiayaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian 
J<incrja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi. pembinaan 
dan pengawasan, sorta pengembangan kapasuas pemenntah 
daerah dibcbankan kepada APBD Kabupaten Bekasi. 

BAB V 

PEMBINAAN DAN PEJllGAWASAN 

Pasal 9 
(1) Bupati melakukan pembinaan dan penga"--a:s;ir.. a.uas 

penyelenggaraan pelayanan Bidang ' · -igkungan Hidup yang 
dilakukan oler. Aparatur SKPD berdasarkan SPM Bidang 
Lingkungan Hidup: 

(2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (!) dapat didelegasikan kepada SKPD yar.g menangnni 
Bidang Llngkungan Hidup yang mcmbidangi penerapan clan 
pencapaian SPM. 


